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TENTANG
PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA IEM.'P}
NEGERI SATU ATAP FITAKO KECAMATAN LOLODA KEPULAUAN
HABTTPATEN HALMAHERA UTARA
TAHUN 2015 -

BUPATI HALMAHERA UTARA,

Menimbang : &, baltwa Pemenntah dan Pemenntah  Daerah menjamin
terselengoaranya  wajib  helajar minimal pada  jenjang
pendidikan dasar dan menengah lkarena wajib belajar
merupakan lanpgung jawab Negara vang disclenggarakan
oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah
dan Masyarakal; :

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 32 ayat
2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Pendidiltan Nasional dan Perataran Menteri Pendidikan
Eebudayasn Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014
Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, maka »oerlu
dilakulkan Pembentukan Kelembapgaan pada Sekolah; _

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  dimalksudd
pada huruf a, dan huraf b perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pembentukan Kelembagaan Sckolah
Menengah  Pertama  [SMP) Megeri Satu  Atap  Fitako
Hecamatan Loloda Kepulauan Eabupaten Halmahera Utara
Tahun 2015;

[

Mengingat @ 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999  tentang
Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan
Kabupaten Malukn Tenpggara Barat (Lembaran Negara
Eepublik Indonesia Tabun 1999 Nomor 174, Tambahan
Lembaran MNegara Republik  Indonesia Nomor  3239)
zebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia’ Tahun
2000 MNomor 73, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Nomor 3961);

2. Undang-Undang  Nomor I Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Halmshera Utara, Kabupaten
Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten
Hlalmahera Timur dan Eota Tidore Kepulauan di Provinsi
Mahika Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4264
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidilcan MNasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Fepubhk Indonesia Namor €301); -
Undang-Undang  Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerntah Pusat dan
Dacrah (lLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438) ;

Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 | tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234}

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik
[ndonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
teralchir dengan Undanp-Undang  Nomor 9@ Tszhun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomar
38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar
50749); -

Peraluran Pemernntah Nomor 28 Tahun 1990 tentang
Pendidilkan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diuhah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor
90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3763);

Feraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496); _

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Permbagian Urusan  Pemerintzhan  antars Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomar B2,
Tambahan Lembaran Negara Momor 4737);

Peraturan Pemenntah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan  Pendidikan  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2008 MNomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republile Indoncesia Nomor 4864);

FPeraturan Menteri Dalam Negeri Momor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36
Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan
Penutupan Satuan Pendidikan Dasar;

Peraturan Daerah Kabupalen Halmahera Utara Nomor 9
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi, Tugas Pokok
dan Fungsi Dinas - Dinas Kabupaten Halmahera Utara
(Lembaran  Daerah Kabupaten Halmahera Tahun 2008
Nomor 9, Tammbahan Lembaran Daerah Nomar 9);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU - Membentuk Kelembagaan Selolah Menengah Pertama (SMP)
Negeri Satu Atap Fitako Kecamatan Loloda Kepulanan
Kabupalen Halmahera Utara Tahun 2013,

EEDUA : Seckolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap F11.L-ka_1
Kecamatan Loloda Kepulauan dapat melaksanakan Kematan

Belajar Mengajar (KBM) sejak Tahun Pelajaran 2015/ 2016,

KETIGA : Segala biayva yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini
dibebanlan pada Angparan Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupalen Halmahera Utara Tahun Anggaran 2015;

KEEMPAT  : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan malka akan
diadakan perubahan sebagaimana meslinya,

Ditetapkan di Tobelo
Eadﬂ_f,Tgnggﬂl 11. Eeptenicr 26
S
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embusan, Disampaikan kepada Yth:

Menteri Pendidikan dan Kebadayaan;

Gubernur Provins: Malulou Utars;

Iepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara;
Kepala Dinas Pendidilean Pemuda dan lahraga Kab. Halmahera Utara;
Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Utara;

Eepala Biro Hukum Kabupaten Halmahera Utara
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